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ABSTRAK
Nama : Nur Khalisah Naisy
Nim : 10500113132
Fakultas/jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Mengenai Pola Pembinaan Warga
Binaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
Skripsi ini membahas Tinjauan Hukum Mengenai Pola Pembinaan Warga
Binaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
I Makassar, kemudian dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu 1)
Apakah dalam proses pembinaan warga binaan di dalam Lembaga
Pemasyarakatan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia? 2)
Hambatan-hambatan apa yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Makassar dalam melakukan proses pembinaan pada warga binaan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research)
yaitu penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara serta menggambarkan
fakta yang terjadi di lapangan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan
praktik.
Hasil penelitian menunjukka bahwa 1) Proses pembinaan warga binaan di
dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-
prinsip Hak Asasi Manusia dengan mengacu pada pasal 28, 28A-28J UUD 1945,
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas
dan Rutan, Berdasarkan tahapan pembinaan yang telah dilakukan oleh petugas
lembaga pemasyarakatan, proses pembinaan warga binaan di Lembaga
Pemasyarakatan masih sangat menjunjung tinggi HAM sehingga dalam proses
pembinaannya tersebut masih sangat terjaga agar tidak terjadinya pelanggaran
HAM terhadap para warga binaan. 2) Hambatan-hambatan yang dialami oleh
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam melakukan proses pembinaan
pada warga binaan dapat ditemukan dalam beberapa hal diantaranya sumber daya
manusia (petugas Lapas) masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah
warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan, Minimnya dana/anggaran untuk
pembinaan warga binaan, serta sarana prasarana yang kurang memadai.
Pemerintah perlu memperketat program pembinaan narapidana dilembaga
pemasyarakatan maupun rutan agar pembinaan tersebut dapat benar-benar
bermanfaat bagi narapidana. Pemerintah juga perlu memperbaiki sistem




A. Latar Belakang Masalah
Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup
dan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Hak tersebut sangat asasi karena
langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Setiap orang berhak untuk
mempertahankan/membela diri terhadap setiap ancaman yang tertuju kepada
keselamatan jiwanya. Hak hidup ini merupakan HAM maka perampasan terhadap
kemerdekaan dan kebebasan seseorang serta nyawa orang lain pada hakikatnya
merupakan pelanggaran HAM berat. Di dalam Pembukaan UUD 45 aspek
kemanusian yang sangat asasi yaitu ”kemerdekaan ialah hak segala bangsa”
mengandung konsekuensi yang mendasar. Di dalam pernyataan di atas terkandung
dengan jelas pengakuan bahwa kemerdekaan ialah hak setiap orang/individu anggota
masyarakat. Jadi kemerdekaan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus hak asasi
masyarakat/bangsa. Dalam hal ini ada dua aspek yang mendasar, yaitu: (1)
Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan
perikeadilan, (2) Hak untuk “berkehidupan kebangsaan yang bebas”. Hak akan
kemerdekaan dan kebebasan seseorang mencakup makna dan aspek atau ruang
lingkup yang sangat luas. Seseorang tidak hanya bebas dan merdeka terhadap
kemerdekaannya sebagai manusia tetapi juga menentukan, melangsungkan dan
mempertahankan eksistensinya, tidak hanya bersifat fisik tetapi juga non fisik.
2Kemerdekaan dan kebebasan seseorang untuk bergerak, bepergian kemana saja untuk
berhubungan dengan siapa saja.
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia.1
Usaha nyata dalam menggalang kesadaran global untuk mewujudkan
pengakuan dan perlindungan HAM terwujud setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) mengesahkan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Umum Hak
Asasi Manusia) selanjutnya disingkat (DUHAM) pada 10 Desember 1948 di Kota
Paris. Secara tegas dan jelas DUHAM mengingatkan kepada siapa pun agar
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.2
Kepedulian Indonesia terhadap perlindungan HAM, dapat dilihat dari hasil
amandemen kedua (UUD NRI Tahun 1945) Tahun 2000 yang merinci tentang HAM,
yaitu Bab XA terdiri dari Pasal 28A sampai Pasal 28J.
Sebelum adanya amandemen UUD 1945 penghargaan terhadap HAM sudah
dipertegas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor
XVII Tahun 1998 tentang HAM. Secara teknis operasional dibentuk lagi Undang-
1Pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses
Penahanan di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2014), h. 2.
3Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UUHAM). Kemudian ditindaklanjuti
dengan dengan UU No. 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
(UUPHAM).3
Usaha ke arah perlindungan dan penegakan HAM yang lebih baik dan lebih
maju, pemerintah telah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993
dengan tujuan membantu mengembangkan kondisi bagi pelaksanaan Hak Asasi
Manusia sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan meningkatkan
perlindungan Hak Asasi Manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan
nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
masyarakat Indonesia seutuhnya.4
Undang-Undang HAM secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan
hak untuk tidak dihilangkan paksa dan tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan
melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas
kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam
pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain
3Fadli Andi Natsif, Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana
Internasional (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 2.
4Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses
Penahanan di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2014), h. 7.
4mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan
tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.5
Sudah menjadi kodrat bagi setiap manusia untuk hidup sebagai makhluk
sosial, hidup di antara manusia lain dalam suatu pergaulan masyarakat. Walaupun
secara teorinya memiliki kebutuhan dasar yang sama, tidak serta merta kebutuhan dan
kepentingan mereka selalu sama di saat yang sama, kadang bisa sama tetapi kadang
kala bisa berbeda. Perbedaan akan berubah menjadi pertentangan atau konflik.
Pertentangan atau konflik ini selanjutnya dapat menimbulkan kekacauan dalam
masyarakat apabila tidak ada aturan yang dapat menyeimbangkannya.6
Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak
negatif, yang antara lain berupa semakin canggihnya kejahatan dilakukan. Antisipasi
atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana
secara efektif melalui penegakan hukum. Penjatuhan pidana bukan semata-mata
sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan
pengayoman kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota
masyarakat yang lebih baik.7
Jaminan perlindungan HAM yang telah diatur tidak berarti akan
mengorbankan upaya pemberantasan tindak pidana. Keseimbangan antara dua
kepentingan yakni perlindungan HAM dan kepentingan penegakan hukum harus
5 Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
6 Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media 2014), h.
13-14.
7 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Jakarta: Sinar Grafika 2014), h. 1-3.
5berjalan seiring, karena jika hanya kepentingan penegakan HAM saja yang
diutamakan, maka akan terjadi pengabaian HAM orang lain terutama korban
kejahatan dan akan menghambat proses peradilan pidana. Sebaliknya jika hanya
mengutamakan penegakan hukum, maka HAM tersangka atau terdakwa akan
terabaikan.8
Allah berfirman dalam QS Al-Maidah/5: 32 menjelaskan bahwa:
                         
                        
                        
   
Terjemahannya:
“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa
barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang
lain, atau bukan karena kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah
membunuh sesama manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang
manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.
Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa)
keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka
setelah setelah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat
kerusakan di bumi.”
Ayat tersebut mengindikasikan kepada kita akan kewajiban menjaga kesatuan
umat manusia, menjaga kelangsungan hidup mereka, menyingkirkan segala hal yang
dapat membahayakan setiap individu dan memenuhi hak setiap individu dan
8Dr. Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses
Penahanan di Indonesia (Jakarta: Kencana 2014), h. 63-64.
6memenuhi hak setiap individu. Jika melanggar dan merusak kehormatan individu itu
berarti merusak kehormatan seluruh manusia, sebaliknya ketika kita memenuhi hak-
hak individu maka kita telah memenuhi hak-hak seluruh manusia.
Salah satu masalah HAM yang menurut penulis perlu mendapat perhatian
serius yaitu mengenai HAM terhadap narapidana sebagai Warga Binaan
Pemasyarakatan, yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum dan pemerintah melalui aparatnya. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia, Undang-Undang
No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang No. 31 Tahun
1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Namun pada kenyataannya masih sering terjadi penyiksaan terhadap warga
binna yang dilakukan oleh Petugas Lapas, seperti yang terjadi di Lapas Kelas II B
Meulaboh yakni seorang warga binaan yang bernama Ade Saswito mengalami
penganiayaan terhadap Petugas Lapas.
Berkaitan dengan hal tersebut terjadinya tindakan kekerasan dan
penganiayaan terhadap warga binaan yang dilakukan oleh oknum petugas Lembaga
Pemasyarakatan menunjukkan adanya kegagalan manajemen dan lemahnya
pengawasan secara institusional. Sejumlah peristiwa kekerasan yang terjadi juga
memperlihatkan minimnya kualitas pengawasan dan pembinaan dari pimpinan serta
rendahnya perspektif penghormatan petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap hak
asasi manusia warga binaan. Sejatinya, keberadaan Lembaga Pemasyarakatan
harusnya mampu menjadi sarana pembinaan terhadap seluruh narapidana agar pada
7saat mereka selesai menjalani masa hukuman, mereka dapat hidup dengan baik dalam
kehidupan bermasyarakat.
Dalam uraian latar belakang diatas hal tersebut menarik untuk dikaji bagi
penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk
skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Mengenai Pola Pembinaan Warga
Binaan Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Makassar ”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan
masalah terkait dengan judul skripsi yang dibahas yakni sebagai berikut:
1. Bagaimanakah proses pembinaan warga binaan di dalam Lembaga
Pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas
I Makassar dalam melakukan proses pembinaan pada warga binaan ?
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Dalam penelitian ini difokuskan penelitiannya pada pembinaan warga binaan
di dalam lembaga pemasyarakatan agar Undang-Undang dalam Pemasyarakatan
dapat sejalan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk
menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu
penulis akan mengemukakan beberapa pengertian kata dan istilah yang terdapat
dalam skripsi ini.
8Kata “Tinjauan” menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat
diartikan sebagai pandangan, pendapat untuk memecahkan suatu persoalan.
Kata “Hukum” adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh
badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi
berakibat diambilnya tindakan.
Kata “Pembinaan” menurut Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 1
adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.9
Kata “Warga Binaan” menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan
dan Klien Pemasyarakatan. 10
a. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di
Lembaga Pemasyarakatan
b. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
1. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana
di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
9Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga
Binaan Pemasyarakatan
10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan  Pasal 1
Ayat 5
92. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan
kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan,
anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orangtua walinya memperoleh
penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan, anak paling
lama sampai berumur 18 tahun.
c. Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan balai
pemasyarakatan yang merupakan pranata untuk melakukan bimbingan.11
Kata “Perspektif” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Sudut
pandang; pandangan12
Kata “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.13
D. Kajian Pustaka
Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan dan teori dari
berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian.
11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan  Pasal 1
Ayat  7-9
12 Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet.2, Jakarta: Balai Pustaka,
2002),h.152
13 Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun  1999 tentan Hak Asasi Manusia Pasal 1
ayat 1
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Sebelum melakukan penelitian, telah dilakukan pengkajian beberapa literatur yang
berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun kajian kepustakaan yang relevan dengan
judul penelitian ini, sebagai berikut:
Ruslan Renggong dalam bukunya “Hukum Acara Pidana – Memahami
Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia”. Dalam buku ini
membahas aspek penting dalam hukum acara pidana, yakni perlindungan Hak Asasi
Manusia (HAM), merupakan hal yang tepat disaat penegakan hukum di negeri ini
belum sepenuhnya terwujud sebagaimana yang diharapkan.
Mujaid Kumleko dalam bukunya “Fiqh HAM”. Dalam buku ini membahas
mulai dari konsep manusia dalam Al-Qur’an, HAM dalam perspektif Islam dan Barat
hingga HAM dalam Perspektif dua tokoh besar yang mawakili zamannya masing-
masing yaitu Al-Maududi dan An-Na’im.
Bambang Waluyo dalam bukunya “Pidana dan Pemidanaan”. Dalam buku ini
memaparkan tentang pidana, serta pemidanaan yang sekaligus paparan mengenai
peran masing-masing penegak hukum.
Fadli Andi Natsif dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan HAM –
Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional”. Dalam buku
ini membicarakan terkait kejahatan HAM, yang terutama difokuskan kepada
kejahatan atau pelanggaran HAM berat.
Rahman Syamsuddin, dalam bukunya yang berjudul “Merajut Hukum di
Indonesia”. Dalam buku ini membahas mengenai bentuk hukum dan sistem hukum
yang berlaku di suatu negara.
11
C. Djisman Samosir dalam bukunya yang berjudul “Penologi dan
Pemasyarakatan”. Dalam buku ini membahas tentang kinerja Polisi, Jaksa, Advokat,
jenis-jenis pidana, tujuan pidana, aliran-aliran dalam hukum pidana, tujuan Lembaga
Pemasyarakatan, hak-hak narapidana dan peranan masyarakat dalam pembinaan
narapidana.
Simorangkir, dalam bukunya yang berjudul “Kamus Hukum”. Beliau
memberikan gambaran tentang pengetahuan terhadap istilah-istilah hukum yang
masih asing bagi masyarakat bahkan mahasiswa hukum.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Arah dan sasaran tujuan yang akan dicapai dari penelitian in adalah:
a. Untuk mengetahui apakah dalam proses pembinaan warga binaan di dalam
Lembaga Pemasyarakatan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi
Manusia.
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apakah yang dialami oleh Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam melakukan proses pembinaan
pada Warga Binaan.
2. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi dalam
pemahaman kita mengenai tinjauan hukum pola pembinaan warga binaan dari
perspektif HAM. Secara detail kegunaan tersebut dapat dibagi sebagai berikut:
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a. Kegunaan Teoritis
Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam
pembangunan ilmu hukum khususnya tentang HAM sehingga literatur yang
membahas tentang HAM khususnya perlindungan HAM terhadap narapidana sebagai
warga binaan pemasyarakatan berkembang sesuai dengan kondisi kekinian. Selain
itu, penelitian ini juga diharapkan memberi masukan bagi penelitian lebih lanjut.
b. Kegunaan Praktis
Manfaat penelitian ini secara praktis dapat di sebutkan sebagai berikut:
1. Sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam pembaharuan sistem
pemasyarakatan yang dapat menjamin tegaknya HAM bagi narapidana sebagai
warga binaan pemasyarakatan dengan tetap memperhatikan hak-hak petugas
pemasyarakatan sebagai seorang manusia yang mempsunyai kekurangan,
keterbatasan dan juga kelebihan.
2. Bagi petugas pemasyarakatan, agar dapat memahami tentang makna HAM dan
juga dapat memberikan pengenalan HAM bagi warga binaan pemasyarakatan,
sehingga masing-masing dapat menghindari perbuatan yang memungkinkan
terjadinya pelanggaran HAM.
3. Bagi warga binaan pemasyarakatan, agar dapat memahami tentang HAM.
Dengan memahami HAM akan diharapkan mereka dapat terhindar dari
perbuatan pelanggaran HAM dan kelak nanti selesai menjalankan hukumannya






Pidana atau straf menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang
bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk
menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban
hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah
melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.
Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Pidana pokok itu terdiri atas:
1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Pidana kurungan, dan
4. Pidana denda
Adapun pidana tambahan dapat berupa:
1. Pencabutan dari hak-hak tertentu,
2. Penyitaan dari benda-benda tertentu, dan
3. Pengumuman dari putusan hakim.1
1 Lamintang, dkk, Hukum Penitensier Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.33-36.
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Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana karena
merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang
telah bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Sudarto, pemidanaan itu adalah
sinonim dengan perkataan penghukuman. Beliau berpendapat penghukuman itu
berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas
memutuskan tentang hukumnya yakni penghukuman dalam perkara pidana yaang
kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh
hakim.
Pemidanaan (punishment) adalah hasil pemeriksaaan di depan pengadilan
yang berwujud keputusan hakim atau vonis. Putusan pidana setidak-tidaknya harus
mencerminkan sifat futuristik di dalamnya, hal inilah nantinya yang diharapkan dari
pemidanaan tersebut. Oleh karena itu, hakim harus menyadari makna akan
keputusannya. Keputusan pidana merupakan suatu konsekuensi yang sangat besar.
Pemidanaan adalah tingkat puncak daripada suatu penyelesaian yang rumit dari
sistem hukum acara pidana yang nyata, yang bertujuan akhir membentuk orang yang
melakukan kejahatan agar berguna dan dapat dipercaya. Keputusan pidana harus
lengkap memuat apa yang akan dilakukan terhadap terpidana, keputusan pidana
sebagai dampak sosial hanya mempunyai arti bagi individu yang mempertaruhkan
hidup dan kebebasannya.2
2 Kadri Husin, dkk, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),h.23
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b. Tujuan Pemidanaan
Terdapat beberapa Teori Pemidanaan atau Dasar-dasar Pembenaran atau
Tujuan Pidana, sebagai berikut:
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (retributive/Vergelding theorieen)
Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan
atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang yang harus ada sebagai
suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran
dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.
Menurut Immanuel Kant dalam “Philosophy of Law”, pidana merupakan suatu
tuntutan kesusilaan. Pidana sebagai “Kategorische Imperatief” yakni seseorang harus
dipidana oleh hakim oleh karena ia telah melakukan kejahatan.  Pidana bukan
merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan
keadilan.
Hegel berpendapat bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai
konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap
ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana
merupakan “negation der negation” (peniadaan atau pengingkaran terhadap
pengingkaran).3
Jadi menurut mereka yang menganut paham “retributif”, memidana pelaku
tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang baik oleh karena setiap orang yang
3 Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media
2014),h.244-245
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melakukan suatu tindakan harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan harus
menerima ganjaran sesuai tindakan yang dilakukan. Penganut paham “retributif”
tidak berusaha memahami berbagai kondisi yang ada di masyarakat. Berbagai faktor
yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakannya tidaklah penting
bagi mereka yang menganut paham “retributif”. Padahal masalah perubahan sosial
yang terjadi di masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam
mempengaruhi kehidupan masyarakat. Bahkan perubahan-perubahan yang terjadi
dalam masyarakat harus harus digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
menentukan langkah-langkah selanjutnya.4
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Utilitarian/doeltheorieen)
Pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.
Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk
melindungi kepentingan masyarakat, sehingga Johannes Andenaes menyebutnya
sebagai “teori perlindungan masyarakat”.
Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan
kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-
tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga teori ini disebut juga sebagai teori tujuan
(Utilitarian theory). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah
4C. Djisman Samosir, Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan (Bandung: Nuansa
Aulia, 2012), h. 78.
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terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan
melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.5
Oleh karena itu, teori tujuan ini dimaksudkan sebagai pembinaan narapidana
dan anak didik, berarti ada individualisasi hukum pidana. Yang dimaksud dengan
individualisasi hukum pidana adalah bahwa hukum pidana itu berorientasi pada
narapidana dan anak didik. Diorientasikannya hukum pidana pada narapidana dan
anak didik sejalan dengan pemikiran Modderman yang menyatakan hukum pidana
bersifat ultimum remedium artinya sebagai upaya terakhir dan kita perlu mengingat
pada keberadaan hukum pidana. Penerapan hukum pidana yang tidak hati-hati tanpa
dasar hukum yang kuat dan tidak didasarkan pada keadilan bisa membahayakan
narapida dan anak didik.
Sesuai dengan adanya pidana penjara dan kurungan, dan pelaksanaan pidana
penjara itu harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19995
Tentang Pemasyarakatan, maka teori tujuan dianut di Negara kita.6
3. Teori Gabungan (Verenegings Theorieen)
Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran
yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa
penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga
dimaksudkan agar pelaku dapat di perbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.
5 Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media 2014),
h. 246.
6 C. Djisman Samosir, Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan (Bandung: Nuansa
Aulia, 2012), h. 96.
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Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang
dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana
kepada sesorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang
itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga
tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.
Selain teori pemidanaan, hal yang tidak kalah penting adalah tujan
pemidanaan. Di indonesia sendiri, konsep KUHP telah menetapkan tujuan
pemidanaan pada pasal 54, yaitu:
1. Pemidanaan bertujuan
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi
pengayoman masyarakat
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi
orang yang berguna
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
d. Membebaskan rasa bersalah terpidana
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat
manusia.7
7 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 191-192.
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B. Lembaga Pemasyarakatan
a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan
Berbicara tentang istilah pemasyarakatan tidak bisa dipisahkan dari seorang
ahli hukum bernama Sahardjo, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri
Kehakiman. Sebutan rumah penjara di Indonesia itu sejak bulan April 1964 telah
diubah menjadi lembaga pemasyarakatan.
Pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga
pemasyarakatan untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai
tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk
membina atau mendidik orang-orang terpidana agar mereka setelah selesai
menjalankan pidana mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan
kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat
pada hukum yang berlaku.8
Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang
merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.9
Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta
cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasar pancasila yang dilaksanakan
secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan
8Lamintang,dkk, Hukum Penitensier Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),  h.165
9 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia” (Bandung: Refika
Aditama, 2013), h.105
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kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri,
dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar
sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Narapidana bukan saja objek
melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu
melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga harus
diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan
narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau
kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.10
Masuknya terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan merupakan titik awal
usaha pembinaan terpidana baik fisik maupun mental. Hal demikian dilakukan
dengan cara memberikan mereka pendidikan sekolah, moral, agama serta
keterampilan khusus agar terpidana nantinya mempunyai bekal dalam menghadapi
lingkungan baru di sekitarnya dalam masyarakat. 11
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 maka Pembinaan




10 Widodo, Wiwik Utami, Hukum Pidana & Penologi: Rekonstruksi Model pembinaan
Berbasis Kompetensi bagi Terpidana Cybercrime, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014),  h. 35-36




Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai
narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana.
Pembinaan tahap awal meliputi:
1. Masa pengamatan
2. Pengenalan
3. Penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan
4. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
5. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandiran
6. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal
Pembinaan tahap lanjutan dibagi dua yaitu:
a. Pembinaan tahap lanjutan pertama, yaitu sejak berakhirnya pembinaan tahap awal
sampai ½ (satu perdua) dari masa pidana
b. Tahap lanjutan kedua yaitu sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama sampai
dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidana
Pembinaan tahap lanjutan meliputi:
- Perencanaan program pembinan lanjutan
- Pelaksanan program pembinaan lanjutan
- Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- Pelaksanaan dan pelaksanaan program asimilasi
Pembinaan tahap akhir meliputi:
- Perencanaan program pembinaan integrasi
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- Pelaksanaan program integrasi
- Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir
Tahap-tahap pembinaan narapidana yang dikemukakan di atas, merupakan
sarana bagi petugas lembaga pemasyarakatan untuk mengawasi tingkat
perkembangan kesadaran narapidana yang bersangkutan.12
b. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan
Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan
bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara
pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dari sistem peradilan pidana.
Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi
para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis
tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi
narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para
narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka
menjadi warga yang baik dikemudian hari.
Program-program pembinaan narapidana dan anak didik yang ditetapkan
pemerintah sesuai undang-undang bertujuan agar para narapidana dan anak didik
kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa. Namun
kehadiran mereka di masyarakat tidak semudah yang kita bayangkan, karena
masyarakat sadar pada saat narapidana dan anak didik di penjara terjadi prisonisasi,
12 C. Djisman Samosir, Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan (Bandung: Nuansa
Aulia, 2012), h. 170-171
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yaitu pengambil-alihan atau peniruan tentang tata cara, adat istiadat dan budaya para
narapidana dan anak didik pada saat melakukan tindak pidana.
Dengan terjadinya prisonisasi pengetahuan narapidana dan anak didik di
bidang kejahatan akan semakin bertambah. Pemahaman masyarakat mengenai
kondisi yang dikemukakan di atas akan membuat masyarakat semakin curiga dan
menjaga jarak bahkan mungkin menutup diri bagi para narapidana atau anak didik
tersebut.
Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan
narapidana harus memperhatikan sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana
(warga binaan yang bersangkutan). Harus kita akui bahwa peran serta lembaga
pemasyarakatn dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama
dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindakan
pidana dan melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterapilan seperti
pertukangan, menjahit dan sebagainya.13
Berdasarkan pada surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-01.PR.07.03
Tahun 1985 dalam Pasal 4 Ayat (1) tersebut, Lembaga Pemasyarakatan
diklasifikasikan dalam 3 kelas sebagai berikut:
1) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I
2) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A
3) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B
13 C. Djisman Samosir, Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan (Bandung: Nuansa
Aulia, 2012), h. 128-129.
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Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan
kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan HAM RI adalah
Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan
membina narapidana.
c. Asas-asas Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentanng
Pemasyarakatan bahwa pembinaan para warga binaan pemasyarakatan harus
dilaksanakan berdasarkan asas:
a. Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam
rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh
warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga
binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan
yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
c. Pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan di landaskan
bedasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan,
pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai orang yang tersesat
warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu warga binaan
pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka
waktu tertetu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.
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f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang
tertentu, yaitu walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga
Pemasyarakatan, tetapi harus didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan
tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan masyarakat
dalam bentu kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota
masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga
seperti program cuti mengunjungi keluarga.14
C. Hak Asasi Manusia
a. Pengertian Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia (HAM) menurut John Locke, Hak Asasi Manusia (HAM)
adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai
hak yang kodrati.15
Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan Hak
Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
14Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: Refika
Aditama, 2013), h. 107
15 A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(negara)an (CivicEducation)
Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Cet.V (Jakarta: Prenada Media Group,
2010),  h. 148
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hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia.16
Manusia tidak diperbolehkan semena-mena dalam menggunaan haknya.
Selain mempunyai hak-hak dasar, manusia juga mempunyai kewajiban-kewajiban
dasar kepada Tuhan, sesama manusia dan makhluk lain. Kewajiban hak dasar
manusia apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan tegaknya hak asasi
manusia.17
b. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
Dalam Pembukaan UUD 1945 menjunjung tinggi harkat, martabat, serta nilai-
nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi ditegaskan bahwa hak setiap
bangsa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berkedaulatan,
bermusyawarah/berperwakilan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, berperikeadilan
dan berkeyakinan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembukaan UUD 1945 mengakui
adanya rahmat Tuhan, sehingga hak asasi tidak lepas dari pemberian tuhan.18
Konsepsi HAM di Indonesia dapat dilihat dalam konstitusi atau Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Indonesia yang telah beberapa kali mengalami
perubahan atau amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999 sampai 2002 yang tentu
berdampak pada pemahaman dan konsep HAM. Konsepsi HAM Indonesia
mengalami perubahan dan kemajuan yang berarti dengan dicantumkannya persoalan
16 Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun  1999 tentan Hak Asasi Manusia Pasal 1
ayat 1
17 Mujaid Kumleko, dkk, Fiqh HAM (Malang: Setara Press, 2015), h. 5
18 H. Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme
(Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 61
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HAM secara tegas dalam bab tersendiri yaitu Bab XA mulai Pasal 28A sampai 28J.
Salah satu penegasan konsep HAM ini dapat dibaca dalam Pasal 28A yang
menyatakan bahwa  setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya.19
Selain pengaturan HAM di dalam Bab XA UUD 1945, Bab III UUHAM (UU
No.39 Tahun 1999) dengan judul Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia
menentukan bentuk-bentuk HAM secara lebih terperinci dan lengkap. Hak-hak
tersebut antara lain: hak untuk hidup (Pasal 9), hak berkeluarga dan melanjutkan
keturunan (Pasal 10), hak mengembangkan diri (Pasal 11,12,13,14,15 dan 16), hak
memperoleh keadilan (Pasal 17,18 dan Pasal 19), hak atas kebebasan pribadi (Pasal
20,21,22,23,24,25,26 dan Pasal 27), hak atas rasa aman (Pasal 28.29,30,31,32,33,34
dan Pasal 35), hak atas kesejahteraan (Pasal 36,37,38,39,40,41 dan Pasal 42), hak
turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43 dan Pasal 44), hak wanita (Pasal
45,46,47,48,49,50 dan Pasal 51), dan hak anak  (Pasal
52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 dan Pasal 66).
Di dalam UUHAM Bab VI, diatur pula kewajiban dasar manusia (Pasal
67,68,69 dan Pasal 70). Pasal 67 UUHAM menentukan bahwa setiap orang yang ada
di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-
undangan, hukum tertulis dan hukum internasional mengenai HAM yang telah
19 Fadli Andi Natsif, Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana
Internasional (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016),h. 14.
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diterima oleh negara Republik Indonesia. Demikian pula dalam pasal 69 ayat (1)
UUHAM ditentukan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain, moral,
etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun
Pasal 69 ayat (2) UUHAM menentukan bahwa setiap HAM seseorang menimbulkan
kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara
timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi,
menegakkan dan memajukannya.
Jaminan dan pengakuan HAM dalam UUD 1945 dan UUHAM pasca
amandemen, merupakan pencapaian dan menjadi tantangan pada saat ini dan masa
datang, yaitu mewujudkan jaminan dan pengakuan HAM dalam kehidupan nyata.
Artinya, jangan sampai terjadi jaminan dan pengakuan HAM dalam konstitusi hanya
sebatas normatif belaka, yang bertolak belakang dengan praktik empirisnya. Perlu
disadari bahwa upaya penegakan HAM pada akhirnya terletak pada pemegang
otoritas yang memiliki kewenangan penegakan HAM.20
c. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Warga Binaan
Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga binaan sebenarnya
sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal
14 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Narapidana
berhak:
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
20 Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses
Penahanan di Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana,  2014), h.59-61
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2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak
dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat; dan
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Sehubungan dengan hak-hak warga binaan yang diatur dalam Pasal 14
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, akan dijabarkan
lebih lanjut mengenai:
a. Melakukan Ibadah Sesuai Agama dan Kepercayaan
Setiap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan
ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang disesuaikan dengan
program pembinaan. Dan pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk
memberikan bimbingan keagamaan.
b. Mendapat Perawatan, Baik Perawatan Rohani Maupun Jasmani
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Setiap wargabinaan dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat
perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui bimbingan rohani
pendidikan budi pekerti. Hak perawatan jasmani berupa:
1. Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi
2. Pemberian perlengkapan pakaian, dan
3. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
c. Menyampaikan Keluhan
Setiap wargabinaan dan anak didik pemasyarakatan berhak menyampaikan
keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau
sesama penghuni terhadap dirinya dan keluhan dapat disampaikan secara lisan atau
tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib serta ketentuan mengenai tata cara
penyampaian dan penyelesaian keluhan.
d. Mendapatkan Pengurangan Masa Pidana (Remisi)
Pengaturan lebih lanjut mengenai pengurangan masa pidana atau remisi diatur
di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaa Pemasyarakatan.
Dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2006 diatur mengenai siapa-siapa yang berhak mendapatkan remisi dan apa syarat
remisi tersebut sebagaimana dijabarkan di bawah ini:
(1) Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi
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(2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada narapidan dan
anak pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(a) Berkelakuan baik dan
(b) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan
(c) Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme,
narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanaan negara
dan kejahatan asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional
terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memeuhi persyaratan sebagai
berikut:
(a)Berkelakuan baik dan
(b)Telah menjalani 1/3 masa pidana.
(3) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan
Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang
membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.21
e. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat
Pembebasan bersyarat sebagai hak narapidana tidak hanya diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, akan tetapi juga
diatur di dalam Pasal 15, 15a, 15b, dan Pasal 16 KUHP.
21 C. Djisman Samosir, Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan (Bandung: Nuansa
Aulia 2012),h.132-133
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Sehubungan dengan syarat-syarat pembebasan bersyarat di dalam Pasal 6
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01
Pk. 04-10 Tahun 2007 diatur mengenai syarat substantif yaitu:
a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan
dijatuhi pidana
b. Telah menunjukkan kembembangan budi pekerti dan moral yang positif
c. Berhasil mengikuti program kegiataan pembinaan dengan tekun dan bersemangat
d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak
pidana yang bersangkutan,
e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman
disiplin, sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir dan masa pidana yang
telah dijalani 2/3 dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut
tidak kurang dari 9 bulan.22
Salah satu instrumen perjanjian internasional tentang HAM yang telah
diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan UU No. 5 Tahun 1998 berkenaan
dengan peningkatan penghargaan hak asasi manusia adalah Convention Against
Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak
Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) Tahun 1975.
22C. Djisman Samosir, Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan (Bandung: Nuansa
Aulia, 2012), h. 139-140
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Tujuan pemetintah meratifikasi konvensi ini, dapat disimpulkan pada bagian
III poin 3 Undang-Undang ini, yaitu untuk meningkatkan perlindungan hukum secara
lebih efektif sehingga akan lebih menjamin hak-hak setiap warga negara bebas dari
penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau
merendahkan martabat manusia, demi tercapainya suatu masyarakat Indonesia yang
tertib, teratur, dan berbudaya.
Pada dasarnya konvensi ini melarang penyiksaan, baik fisik maupun mental,
yang bersifat merendahkan martabat manusia. Pelanggaran penyiksaan yang diatur
dalam konvensi ini, mulai dari Pasal 1-16, tidak mencakup rasa sakit atau penderitaan
yang timbul, melekat, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.
Artinya, semua bentuk penyiksaan bukan yang tidak timbul, melekat, atau
diakibatkan suatu sanksi hukum dilarang oleh konvensi ini.
Ini berati bahwa negara bersama individu mengemban tanggung jawab besar
dalam memberi perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi warga negara
sebagaimana disebutkan dalam Mukadimah DUHAM.
Ketentuan Pasal 7 DUHAM dikaitkan dengan Pasal 26 konvenan ini,
menyebutkan bahwa semua orang adalah sama kedudukannya di hadapan hukum, dan
mempunyai hak akan perlindungan hukum yang sama, tanpa diskriminasi apapun.
Dalam hal ini, undang-undang harus melarang setiap diskriminasi dan menjamin
perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas
dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, atau
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pandangan lain, kebangsaan, atau tingkat sosial, kekayaan, asal-usul, keturunan, atau
status lain.
Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, juga menegaskan suatu
hal penting sehubungan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam proses
hukum. Ketentuan dimaksud adalah ketentuan sebagai diatur dalam Pasal 10 Ayat (1)
yang mengatur bahwa: “all person deprived of their liberty shall be treated with
humanity and with respect for the inherent dignity of the human person.” Dengan
demikian, setiap orang yang sedang dicabut kebebasannya harus diperlakukan sesuai
dengan perikemanusiaan dan tetap memberikan rasa hormat terhadap harkat yang
melekat pada pribadi manusia.
Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) di atas, tampak jelas bahwa betapa harkat dan
martabat manusia dijunjung tinggi, hingga orang yang dicabut kebebasannya
sekalipun harus tetap diperlakukan secara manusiawi. Hal ini juga menunjukkan
bahwa demikian melekatnya nilai-nilai kemanusiaan pada diri manusia, sehingga
tidak dapat diabaikan bahkan harus tetap dihormati dalam kondisi apapun. 23
23 Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi (Jakarta:




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research)
yaitu penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara serta menggambarkan
fakta yang terjadi di lapangan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik.
2. Lokasi Penelitian
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan
permasalahan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi
penelitian di wilayah Kota Makassar. Difokuskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas
I Makassar. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan
pertimbangan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah instansi
yang berwenang untuk melalukan pembinaan terhadap warga binaan.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dalam
rangka pendekatan pada objek yang akan diteliti serta pokok permasalahan, maka
spesifikasi pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis Sosiologis, artinya penelitian
yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat
dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), kemudian menuju
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pada indentifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada
penyelesaian masalah (problem-solution1).
C. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama2, yakni
warga binaan, wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penulisan
skripsi ini.
2. Data Sekunder, yaitu data yang sudah dalam bentuk jadi3, yakni data atau
dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan
yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. Data sekunder terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang
dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan4
a. Bahan hukum primer, berupa perundang-undangan
b. Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, internet, buku, artikel
ilmiah dan lain-lain
c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI).
1 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI-PRESS, 1986), h.10
2Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI-PRESS, 1986), h.12.
3 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010) h. 57.
4 Johny Ibrahim, Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia
Publishing, 2006), h. 392
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D. Metode Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara
lain:
1. Observasi, yaitu pengamatan terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini
observasi yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pengamatan
2. Wawancara (interview), yaitu sehubungan dengan kelengkapan data yang
dikumpulkan maka penulis melakukan wawancara dengan petugas lembaga
pemasyarakatan (LAPAS).
3. Kuesioner (angket), yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
menyebarkan sejumlah lembaran pertanyaan kepada responden yang
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Angket dengan format dan
sistematika yang sederhana namun jelas dapat menggambarkan keadaan5 para
warga binaan. Dalam hal ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner
tertutup yaitu kuesioner yang sudah memiliki opsi jawaban sehingga responden
tinggal memilih jawaban yang disediakan.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat
sesudah memasuki pengumpulan data di lapangan adalah wawancara, dokumen,
kuesioner dan observasi. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari
sumber-sumber informasi.
5 Indah Sri Utari, Aliran dan Teori dalam Kriminologi, (Yogyakarta: Thafa Media ,2012), h.
93.
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis
Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah, lalu
dianalisis secara kualitatif, yaitu cara penelitian yang dilakukan guna mencari
kebenaran kualitatif. Analisis kualitatif dijalankan dengan mengkaji secara mendalam
data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan
teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.
Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 1112 orang total warga binaan
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sedangkan dilakukan penarikan
sampel sebanyak 25 orang. Kemudian proses penarikannya dengan cara simple
random sampling design, dengan cara pelaksanaannya yang sederhana dengan sistem
acak.
Kemudian data yang diperoleh dari responden, disajikan dalam bentuk tabel
grafik atau biasa disebut tabulasi frekuensi dengan rumusan sebagai berikut:
P = F/N x 100%
Keterangan : P = Presentase
N = Jumlah sampel
F = Frekuensi Jawaban Responden
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar merupakan salah satu Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja
Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Sulawesi selatan yang
bertugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap Warga Binaan
Pemasyarakatan (WBP), baik yang bersifat teknis subtantif maupun administratif.
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I Makassar pada mulanya berlokasi di
jalan Ahmad Yani Makassar dan pada tahun 1975 akibat perluasan kota akhirnya
pindah ke lokasi yang baru yakni di jalan Sultan Alauddin No. 191 Makassar.
Kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar secara
umum masih memenuhi persyaratan. Dilihat dari segi keamanan, tembok
bangunan kokoh, tembok keliling berikut pagar besi dan kawat berduri dalam
kondisi baik, pos- pos pengamanan seperti pos atas masih dalam kondisi baik.
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar memiliki Visi : Terwujudnya
warga binaan pemasyarakatan yang mandiri dengan didukung oleh petugas yang
memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib Pemasyarakatan.
Dengan diiringi Misi :
1. Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Melaksanakan Pembinaan narapidana / anak didik
3. Memberikan pelayanan prima yang berbasis teknologi
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4. Melaksanakan pengamanan yang tangguh dan menciptakan suasana aman
dan tertib
5. Mewujudkan kepastian hukum Warga Binaan Pemasyarakatan (BWP)
Adapun sasaran pembinaan dan pembimbingan WBP di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Makassar itu sendiri yaitu meningkatkan kualitas WBP
yang awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, seperti :
1. Kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Kualitas Intelektual
3. Kualitas sikap dan prilaku
4. Kualitas professional/keterampilan
5. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani
Itu semua pada dasarnya demi terwujudnya pelaksanaan sistem
Pemasyarakatan dengan menyisipkan target menurunnya angka pelarian dan
gangguan keamanan dan ketertiban, Meningkatnya secara bertahap jumlah
narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses assimilasi dan integrasi,
Semakin menurunnya angka residivis, Semakin terwujudnya lingkungan
pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam
Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya sub kultur penjara, sehingga
akan menghindari yang namanya over kapasitas.
Adapun pembagian ruangan yang terdapat di dalam Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Makassar antara lain :
a. Ruang Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
b. Ruang kantor bersantai
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c. Ruang aula serbaguna
d. Ruang kunjungan, pembinaan, dan keamanan
e. Blok penghuni terdiri dari 9 blok (daya tampung 740 orang) :






• Flamboyan (Blok Pengasingan)
• Gaharu
2. Tenpat hunian tahanan anak meliputi blok :
• Hawaii
3. Tempat hunian untuk tahanan korupsi meliputi blok :
• Intan
f. Tempat ibadah (Masjid, Gereja)
g. Ruang Poliklinik
h. Rumah sakit
i. Ruang keterampilan kerja
j. Pos jaga atas 6 unit
k. Ruang dapur dan gudang
l. Ruangan sarana olah raga
m. Rumah dinas pegawai
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B. Proses Pembinaan Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Makassar ditinjau dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia
Masuknya terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan titik
awal usaha pembinaan terpidana. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan
mereka pendidikan, moral, agama serta keterampilan khusus agar terpidana
nantinya memunyai bekal dalam menghadapi lingkingan hidup baru setelah
mereka bebas.
Warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan mempunyai kedudukan
yang rentan terhadap pelanggara Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu petugas
lembaga pemasyarakatan perlu memahami dan mengimplementasikan UU
No.12 Tahun 1995, serta UU No.12 Tahun 1995.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
pemasyarakatan bahwa pembinaan para warga binaan pemasyarakatan harus
dilaksanakan berdasarkan asas:
a. Pengayoman
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
c. Pendidikan
d. Pembimbingan
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang
tertentu.
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Menurut Sudarto, pidana pencabutan kemerdekaan lazim disebut pidana
penjara. Pidana penjara bukan pidana yang mencabut semua kemerdekaan
seorang terpidana, melainkan hanya mencabut kemerdekaan bidang tertentu
(misalnya kemerdekaan bergerak dan bersosialisasi dengan anggota
masyarakat umum) dan pembatasan kemerdekaan (misalnya pembatasan dalam
berkomunikasi).1
Adapun Hak Asasi Manusia Warga Binaan yang harus dihormati di
Lembaga Pemasyarakatan yaitu:
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
e. Menyampaikan keluhan
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang
tidak dilarang
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu
lainnya
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
1 Widodo, Wiwik Utami, Hukum Pidana & Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan
Berbasis Kompetensi bagi Terpidana Cybercrime (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 26
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m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.
Lembaga pemasyarakatan dalam peranannya memberikan perlindungan
hukum terhadap warga binaan yaitu menjaga keamanan dan ketertiban dan juga
memperhatikan segala bentuk hak, kewajiban dan larangan terhadap warga binaan
serta memperhatikan hak asasi yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6
Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan
Negara.
Pasal 3
Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:
1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya
serta memelihara kerukunan beragama;
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
3. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
5. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh PetugasPemasyarakatan.
Pasal 4
Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:
1. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain
maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
2. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
4. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau
Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
5. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatandalam menjalankan
tugas;
6. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga
lainnya;
7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi
narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi
minuman yang mengandung alkohol;
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9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi,
dan/atau alat elektronik lainnya;
10. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop
atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan
sejenisnya;
11. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
12. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
13. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan
ledakan dan/atau kebakaran;
14. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap
sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau
tamu/pengunjung;
15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan
terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
16. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan laki-
laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
17. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas
Pemasyarakatan;
18. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan
keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan,
pengunjung, atau tamu;
19. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
20. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
21. Menyebarkan ajaran sesat; dan
22. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan
ketertiban Lapas atau Rutan.
Untuk menciptakan pembinaan yang tepat waktu dan efisien perlu
adanya suatu peraturan yang mengharuskan warga binaan menjalankan
serangkaian jadwal kegiatan atau pembinaan itu sendiri agar terciptanya
pembinaan yang kondusif dan tepat waktu. Berikut jadwal pembinaan Warga
Binaan di Lapas Kelas I Makassar adalah sebagai berikut :
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Gambar 1
Jadwal Kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas I Makassar
Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
Gambar 2
Jadwal Kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas I Makassar
Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
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Gambar 3
Jadwal Kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas I Makassar
Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
Gambar 4
Jadwal Kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas I Makassar
Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
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Dari gambar diatas, dapat diketahui jadwal kegiatan pembinaan Warga
Binaan di Lapas Kelas I Makassar dengan cukup disiplin dan tepat waktu sesuai
dengan jadwal yang telah ditentukan.
Dengan adanya jadwal tersebut diharapkan warga binaan dapat
mempergunakan waktu yang ada dengan kegiatan-kegiatan yang ada yang sudah
dijadwalkan dengan harapan agar narapidana menerima dan menjalani pembinaan
dengan baik dan berguna untuk kehidupannya kelak.
Selain itu, dari jadwal diatas juga kita dapat melihat bagaimana kinerja para
petugas Lapas dalam memberikan pembinaan terhadap warga binaan yang sesuai
aturan dan tetap menghormati HAM, seperti mendapatkan pendidikan keagamaan,
perawatan yang layak serta memberikan jadwal khusus bagi warga binaan untuk
mendapatkan kunjungan oleh keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu
lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiataan pembinaan
berdasarkan jadwal kegiatan para warga binaan sudah sesuai aturan dan tetap
menghormati HAM para warga binaan.
Merupakan tugas yang berat bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang
berinteraksi langsung dengan para warga binaan untuk merubah menjadi manusia
yang bisa menyadari kesalahannya sendiri dan mau merubah dirinya sendirinya
menjadi lebih baik. Khusunya untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
yang merupakan tempat pembinaan para warga binaan yang memiliki latar
permasalahan yang berbeda-beda tiap warga binaan, sehingga diperlukan metode
khusus dan tepat agar bisa merubah warga binaan sebagaimana tujuan adanya
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lembaga pemasyarakatan sebagai wadah bagi para warga binaan agar bisa berubah
menjadi lebih baik atas kesadarannya sendiri.2
Dalam mencapai tujuannya, tahapan pembinaan bagi warga binaan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yaitu3:
Tahapan Pertama:
Pada tahap ini setiap wargabinaan yang masuk ke Lapas dilakukan
penelitian untuk mengetahui segala hal sesuatu mengenai dirinya, termasuk sebab-
sebab ia melakukan pelanggaran, dan segala keterangan tentang dirinya yang
dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, serta
dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan ini
disebut pembinaan tahap awal. Kegiatan masa pengamatan, penelitian dan
pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program
pembinaan kepribadian dan kemandirian waktunya dimulai pada saat
bersangkutan berstatus sebagai warga binaan sampai dengan 6 bulan hingga 12
bulan dari masa hukuman pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan
di dalam lembaga pemasyarakatan dan pengawasannya dilaksanakan secara
maksimum.
Tahapan Kedua:
Jika pembinaan terhadap warga binaan yang bersangkutan telah
berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa yang sebenarnya dan menurut
pendapat Tim Pengamat Lapas sudah dicapai cukup kemajuan yang ditandai
2 Wawancara dengan   A.M Hamka, Staf  bagian  Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Makassar pada tanggal 16 Agustus 2017
3 3 Wawancara dengan Surya Wijaya, Staf  bagian pembinaan Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Makassar pada tanggal 10 Juli 2017
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mulai adanya keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan serta tata
tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, maka kepada warga binaan yang
bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lapas
melalui medium security.
Tahapan Ketiga:
Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani ½ dari masa
pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Lapas telah dicapai cukup
kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi keterampilannya,
maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang
pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya
tahap awal sampai dengan ½ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini
pembinaannya masih dilaksanakan di dalam Lapas dan pengawasannya sudah
memasuki tahap medium security. Tahap ini dimulai sejak berakhirnya masa
lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya. Pada tahap ini warga binaan
sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan
bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan medium security.
Tahap Keempat:
Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang
sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan
tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi
yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa
hukuman dari warga binaan yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini
terhadap warga binaan yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau
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pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh Bapas
yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan.
TABEL 1
Hak Warga Binan berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tentang
Pemasyarakatan
Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar
Tabel di atas terlihat bahwa terdapat empat (4) hak dari sekian banyak hak-
hak warga binaan yang yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan. Hak yang pertama adalah hak untuk melakukan ibadah sesuai
dengan agama atau kepercayaannya, dalam tabel tersebut (tabel 1) sebannyak 8
(32%) warga binaan yang menjawab sangat baik (SB)  dan sebanyak 15 (60%)
yang menjawab baik (B) dan hanya 2 (8%) warga binaan yang menjawab cukup
(C). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak warga binaan untuk
melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya terpenuhi dengan
No. Hak Warga Binaan
Frekuensi Persentase
Total






8 15 2 - 32% 60% 8% - 100%












9 15 1 - 36% 60% 4% - 100%
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baik. Hal ini dibenarkan dari hasil wawancara dengan warga binaan Muh. Nur
Ikhsan bahwa pemberian hak untuk melakukan ibadah sudah dijalankan dengan
baik oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, hanya saja kurangnya
kesadaran dari warga binaan dalam menjalankan ibadah sedangkan fasilitas sudah
dipersiapkan.4 Dengan terpenuhinya hak tersebut, maka hak warga binaan yang
terdapat dalam Pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan5 yang
diambil dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada dalam Pasal 28E UUD 1945. 6
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.
Selanjutnya hak yang kedua yang terdapat dalam tabel 1 adalah hak
menyampaikan keluhan. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam kehidupan warga
binaan di dalam lembaga pemasyarakatan dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Makassar memiliki banyak masalah baik masalah yang ada dalam lingkup
lembaga pemasyarakatan ataupun masalah yang ada di luar lingkungan lembaga
pemasyarakatan. Namum terkait dalam kehidupan warga binaan, sehingga
masalah yang dihadapi oleh warga binaan terkadang tidak mampu diselesaikan
sendiri oleh warga binaan. Olehnya itu, warga binaan memerlukan wadah atau
tempat untuk menyampaikan keluhan. Dalam hal ini, petugas Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Makassar, sehingga dibutuhkan petugas yang responsif
4 Wawancara dengan   Muh. Nur Ikhsan , Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas
I Makassar pada tanggal 16 Agustus 2017
5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
6 UUD 1945
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terhadap keluhan. Melihat data di atas (Tabel 1) dapat disimpulkan dengan
melihat data yang menjawab sangat baik (SB) sebanyak 7 orang (28%) dan yang
menjawab baik (B) sebanyak 18 orang (72%). Hal tersebut mengindikasikan
bahwa keluhan-keluhan dari warga binaan mendapat respon yang baik dari
petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
Dalam UUD 1945 Pasal 28H7
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa
pun
Selanjutnya Hak yang ketiga adalah hak mendapatkan pelayanan kesehatan
dan makanan yang layak. Dalam UUD 1945 Pasal 28H, Pasal tersebut menjamin
kesehatan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, tidak terkecuali warga
binaan Lapas Kelas I Makassar meskipun berada dalam lembaga pemasyarakatan.
Dengan melihat Tabel 1 diatas sebanyak 14 orang (56%) yang menjawab sangat
naik (SB), yang menjawab baik (B) sebanyak 10 orang (40%) dan hanya 1 (4%)
warga binaan yang merasa pelayanan kesehatan dan makanan layak yang
menjawab cukup (C). Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahri selaku warga
binaan bahwa pemberian hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sudah
berjalan dengan baik dan ditambah lagi dengan kesadaran para warga binaan yang
7 UUD 1945
54
senantiasa menjaga kebersihan lingkungan.8 Dengan demikian, hak warga binaan
melihat data (Tabel 1) mengindikasikan bahwa hak dari warga binaan sudah
terpenuhi dengan baik.
Dalam keseharian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Makassar berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, warga binaan
memiliki jadwal keseharian dan beberapa warga binaan memiliki jadwal
pekerjaan rutin. Dengan demikian, keahlian atau pekerjaan atau keahlian dari
warga binaan, berhak untuk mendapat upah atau premi. Melihat data Tabel 1
sebanyak 9 (36%) warga binaan yang menjawab sangat baik (SB), yang
menjawab baik (B) sebanyak 15 (60%) warga binaan dan hanya 1 (4%) yang
menjawab cukup (C). Dapat ditarik kesimpulan bahwa hak mendapatkan upah
atau premi atas pekerjaan yang dilakukan sudah terpenuhi dengan baik.
TABEL 2
Hak Warga Binan berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tentang
Pemasyarakatan
















9 16 - - 36% 64% - - 100%
8 8 Wawancara dengan Fahri, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar








10 13 2 - 40% 52% 8% - 100%
Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
Kemudian Pada tabel 2 di atas terlihat bahwa terdapat empat (4) hak dari
yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hak yang
pertama adalah hak untuk Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun
jasmani, dalam tabel tersebut (tabel 1) sebannyak 8 (32%) warga binaan yang
menjawab sangat baik (SB)  dan sebanyak 16 (64%) yang menjawab baik (B) dan
hanya 1 (4%) warga binaan yang menjawab cukup (C). Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa hak warga binaan untuk Mendapat perawatan, baik perawatan
rohani maupun jasmaninya terpenuhi dengan baik. Hal ini dibenarkan dengan
hasil wawancara dengan Muh. Yunus selaku warga binaan bahwa pelaksanaan
pemberian perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani sudah terpenuhi
dengan baik. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sudah mengatur jadwal
untuk warga binaan untuk senam/olahraga setiap pagi dan sore hari.9 Dengan
terpenuhinya hak tersebut, hak warga binaan yg terdapat dalam Pasal 14 UU
No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan10 telah dilaksanakan oleh Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Makassar seperti berikut :
Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh
pelayanan kesehatan yang layak. Dalam pelayanan kesehatan ini Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Makassar menyediakan satu (1) Poliklinik, satu (1)
9 Wawancara dengan   Muh. Yunus, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Makassar pada tanggal 16 Agustus 2017
10 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
56
Dokter Umum, satu (1) Dokter Gigi, dan dua (2) Perawat. Dalam sehari Lapas
memberi 3 kali jatah makan yakni pagi hari, siang hari dan malam hari. Untuk
pelayanan kesehatan di Lembaga Kelas I Makassar menyediakan satu (1)
poliklinik dengan satu (1) dokter umum, (1) dokter gigi dan (2) perawat.
Perawatan rohani dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan rohani kepada
warga binaan pemasyarakatan. Perawatan rohani yang dimaksud adalah berupa
ceramah, bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Makassar menyediakan guru atau ahli agama untuk
mengajarkan warga binaan pemasyarakatan yang baru atau ingin mengaji atau
seputar pemahaman agama. Perawatan jasmani berupa:
1. Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi. Kegiatan olahraga
tersebut berupa senam, voli, badminton, dan lainnya. Sedangkan kegiatan
rekreasi berupa event atau lomba yang diadakan oleh lembaga
pemasyarakatan.
2. Pemberian perlengkapan pakaian berupa baju, kaos, dan celana.
3. Pemberian perlengkapan mandi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Makassar memberikan fasilitas alat mandi berupa pasta gigi dan sikat gigi
setiap bulannya kepada semua warga binaan pemasyarakatan.11
Jika ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia (HAM) hak ini tercantum dalam
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. 12
11 Wawancara dengan Surya Wijaya, Staf  bagian pembinaan Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Makassar pada tanggal 10 Juli 2017
12 UUD 1945
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(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.
Selanjutnya hak yang kedua yang terdapat dalam tabel 2 adalah hak
Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan
dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya. Waktu kunjungan
yang disediakan Lapas Kelas I Makassar adalah pada hari Senin, Selasa, Rabu,
Kamis dan Sabtu. Dalam hal ini, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Makassar yang bertugas di tempat kunjungan wajib untuk memeriksa dan meneliti
identitas diri dari pengunjung dan melakukan penggeledaan terhadap pengunjung
dan memeriksa barang bawaaanya. Sehingga dibutuhkan petugas yang responsif
dan teliti. Melihat data di atas (Tabel 2) dapat disimpulkan dengan melihat data
yang menjawab sangat baik (SB) sebanyak 13 orang (52%) dan yang menjawab
baik (B) sebanyak 12 orang (48%). Hal tersebut mengindikasikan bahwa warga
binaan telah mendapat respon yang baik dari haknya sebagai warga binaan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam menerima kunjungan keluarga,
penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana
berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Narapidana tidak serta merta dapat
mengajukan remisi dikarenakan pengajuan remisi ini dilakukan oleh pihak
lembaga pemasyarakatan melalui bagian registrasi yang mendata siapa saja warga
binaan yang berhak mendapatkan remisi setelah itu diajukan ke Menteri Hukum
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dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Remisi dibagi menjadi dua (2)
yakni:
1) Remisi Umum, yang diberikan pada hari besar peringatan Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, dan
2) Remisi Khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh
Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika
suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam
setahun, maka yang dipilih adalah yang paling dimuliakan oleh penganut
agama tersebut.
Besarnya remisi umum adalah satu (1) bulan bagi Narapidana dan Anak
Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan,
2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana
selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. Sedangkan remisi khusus adalah 15 (lima
belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama
6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan dan 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan
Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
Dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (2)
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan
dan keadilan
Pasal tersebut menjamin kesehatan serta berhak Mendapatkan pengurangan
masa pidana (remisi). Dengan melihat Tabel 2 diatas sebanyak 9 orang (36%)
yang menjawab sangat naik (SB), yang menjawab baik (B) sebanyak 16 orang
(64%). Dengan demikian, hak warga binaan melihat data (Tabel 2)
mengindikasikan bahwa hak dari warga binaan sudah terpenuhi dengan baik.
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Hak selanjutnya yaitu Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk
cuti mengunjungi keluarga. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan
Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana
dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan
Keputusan Menteri Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas bahwa warga binaan
pemasyarakatan yang berhak mendapatkan asimilasi adalah narapidana atau
warga binaan pemasyarakatan telah menjalani ½ (setengah) dari masa pidana,
setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar beberapa tahun terakhir
tidak menjalankan kegiatan asimilasi sebagai mestinya dimana warga binaan
pemasyarakan diberikan kesempatan untuk berbaur di luar lembaga
pemasyarakatan dengan masyarakat dengan mengikuti suatu kegiatan. Namun
bentuk kegiatan asimilasi yang dilakukan Lapas Klas I Makassar yaitu pada
kegaiatan kerja yakni juru parkir disekitar Lapas (dalam Lapas). 13
Dalam melaksanakan asimilasi, lamanya warga binaan berada di luar
lembaga pemasyarakatan ditentukan oleh bentuk kegiatan yakni kegiatan
pendidikan, bimbingan dan latihan keterampilan disesuaikan dengan waktu yang
dipergunakan secara efektif ditempat kegiatan. Untuk kegiatan kerja pada pihak
ketiga dipergunakan ditempat kerja paling lama 9 (Sembilan) jam sehari termasuk
waktu perjalanan. Kegiatan asimilasi ini sebelumnya harus memerlukan izin dari
13 Wawancara dengan   A.M Hamka, Staf  bagian  Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Makassar pada tanggal 16 Agustus 2017
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pihak keluarga, lingkungan dan pengawasan terhadap warga binaan yang sedang
melaksanakan kegiatan asimilasi untuk kegiatan pendidikan, bimbingan agama,
dan kegiatan sosial dilaksanakan secara tertutup oleh petugas lembaga
pemasyarakatan dengan berpakaian dinas. Sedangkan pengawasan terhadap warga
binaan yang sedang melaksanakan kegiatan kerja diluar lembaga pemasyarakatan
bekerjasama dengan anggota masyarakat dengan dilaksanakan oleh petugas Lapas
dengan memberitahukan kepada pihak kepolisian, pemerintah daerah dan hakim
wasmat setempat.
Warga binaan pemasyarakatan tersebut tidak serta merta bisa
mendapatkan haknya yakni asimilasi tersebut, karena hanya warga binaan
pemasyarakatan yang di anggap oleh Lapas memenuhi kriteria mendapatkannya.
Kriteria yang dimaksud adalah, warga binaan pemasyarakatan yang sudah
mengikuti pembinaan tahap II yang dilakukan pengusulan oleh Bapas dimana
dilakukannya survey tempat tinggal warga binaan pemasyarakatan dan dilihat
tingkat kesulitan dari pengamanan tersebut. 14
Cuti mengunjugi keluarga diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor: M.03-PK.04.02. Tahun 1991 tentang Cuti
Mengunjugi Keluarga Bagi Narapidana. Narapidana berkesempatan mengunjungi
keluarganya selama jangka waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam. Yang termasuk
keluarga dalam keputusan tersebut ialah istri/suami, anak kandung/angkat/tiri,
orang tua kandung/angkat/tiri, saudara kandung/angkat/tiri/ipar, keluarga dekat
lainnya sampai derajat kedua. Cuti menngunjugi keluarga diberikan kepada
14 14 Wawancara dengan Surya Wijaya, Staf  bagian pembinaan Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Makassar pada tanggal 10 Juli 2017
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narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang masa pidananya 3 (tiga)
tahun sampai 5 (lima) tahun sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau masa
pidananya lebih banyak 5 (lima) tahun atau lebih sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1
(satu) tahun.
Melihat data Tabel 2 sebanyak 10 (40%) warga binaan yang menjawab
sangat baik (SB), yang menjawab baik (B) sebanyak 13 (52%) warga binaan dan
hanya 2 (8%) yang menjawab cukup (C). Dapat ditarik kesimpulan bahwa hak
Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga sudah
terpenuhi dengan baik.
TABEL 3
Hak Warga Binan berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tentang
Pemasyarakatan










11 14 - - 44% 56% - - 100%
3. Mendapatkan cuti







6 7 10 2 24% 28% 40% 8% 100%
Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
Tabel 3 di atas terlihat bahwa terdapat empat (4) hak-hak warga binaan yang
yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hak yang
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pertama adalah hak untuk Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, dalam tabel
tersebut (tabel 3) sebannyak 5 (20%) warga binaan yang menjawab sangat baik
(SB)  dan sebanyak 12 (48%) yang menjawab baik (B) dan hanya 8 (32%) warga
binaan yang menjawab cukup (C). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
hak warga binaan untuk Mendapatkan pendidikan dan pengajaran terpenuhi
dengan baik. Dengan terpenuhinya hak tersebut, maka hak warga binaan yang
terdapat dalam Pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan15 yang
diambil dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada dalam Pasal 28C ayat (1) UUD
1945. 16
1) Setiap Orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Warga binaan permasyarakatan berhak diberikan kesempatan untuk
mengikuti pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran yang Lembaga
Pemasyarakatan Klas I Makassar merupakan kegiatan yang baru beberapa tahun
ini. Pendidikan dan pengajaran yang dilakukan sesuai dengan kurikulum yang
berlaku. Sekitar empat (4) warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti program
paket c yang di adakan oleh Pemerintah. Namun dalam hal ini, belum ada
pengajar khusus untuk disediakan dan di tempatkan oleh lembaga
pemasyarakatan, hanya petugas Lapas yang bersedia dan siap untuk menjadi guru
atau pamong dari warga binaan pemasyarakatan tersebut.17 Lembaga
Pemasyarakatan Klas I Makassar ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Di
15 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
16 UUD 1945
17 Wawancara dengan   A.M Hamka, Staf  bagian  Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Makassar pada tanggal 16 Agustus 2017
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Makassar dan Sanggar Kegiatan Belajar. Lembaga Pemasyarakatan Klas I
Makassar, tahun berhasil mendidik atau mengajarkan pendidikan hingga warga
binaan pemasyarakatan kuliah dengan program kuliah terbuka.
Selanjutnya hak yang kedua yang terdapat dalam (Tabel 3) adalah hak
mendapatkan pembebasan bersyarat. Setiap warga binaan pemasyarakatan berhak
mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat adalah proses
pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan
berdasarkan Pasal 15 dan 16 KUHP. Pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan
dengan Keputusan Menteri atas usulan Kepala Lapas. Dalam hal ini, Kepala
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Sehingga dibutuhkan petugas yang
dapat menyampaikan informasi terkait warga binaan, sehingga dapat diusulkan
oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Melihat data di atas
(Tabel 3) dapat disimpulkan dengan melihat data yang menjawab sangat baik (SB)
sebanyak 11 orang (44%) dan yang menjawab baik (B) sebanyak 14 orang (56%).
Hal tersebut mengindikasikan bahwa hak Mendapatkan pembebasan bersyarat di
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar sudah berjalan Baik.
Dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (2)
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan
dan keadilan
Pasal tersebut menjamin pelaksanaan hak Mendapatkan cuti menjelang
bebas. Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada narapidana dan Anak didik
pidana yang telah menjalani dua per tiga (2/3) masa pidana sekurang- kurangnya
Sembilan (9) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi
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terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan. Dengan melihat Tabel 3
diatas sebanyak 7 orang (28%) yang menjawab sangat naik (SB), yang menjawab
baik (B) sebanyak 18 orang (72%). Dengan demikian, hak warga binaan melihat
data (Tabel 3) mengindikasikan bahwa hak dari warga binaan sudah terpenuhi
dengan baik.
Dalam keseharian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Makassar berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, warga binaan
memiliki hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa
lainnya yang tidak dilarang. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari
media massa dari luar Lapas haruslah mendapat izin dari Kepala Lembaga
Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan menyediakan bahan bacaan dan
media massa lainya harus tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan
jadwal pelayanan dan tata cara peminjaman bahan bacaan ditetapkan oleh Kepala
Lembaga Pemasyarakatan. Setiap blok di Lembaga Pemasyarakatan Klas I
Makassar menyediakan 1 (satu) buah televisi dan 1 (satu) telepon umum yang bisa
digunakan warga binaan pemasyarakatan untuk menelpon pihak keluarga. Warga
binaan pemasyarakatan dilarang membawa alat komunikasi sendiri (handphone),
jika warga binaan pemasyarakatan tersebut ketahuan membawa alat komunikasi
maka handphone tersebut diambil dan tidak dikembalikan serta warga binaan
pemasyarakatan tersebut mendapatkan sanksi. Dengan demikian, berhak untuk
mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media agar dapat memperoleh
65
pengertahuan yg lebih luas.18 Melihat data Tabel  sebanyak 6 (24%) warga binaan
yang menjawab sangat baik (SB), yang menjawab baik (B) sebanyak 7 (28%)
warga binaan 10 (40%) yang menjawab cukup (C) dan ada pula warga binaan
yang menjawab kurang baik (KB) sebanyak 2 Orang (8%). Dapat ditarik
kesimpulan bahwa hak Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media
massa lainnya yang tidak dilarang masih kurang terpenuhi dengan baik.
Berdasarkan tahapan pembinaan yang telah dilakukan oleh petugas
lembaga pemasyarakatan, maka penulis berkesimpulan bahwa dalam proses
pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan masih sangat menjunjung
tinggi HAM sehingga dalam proses pembinaannya tersebut masih sangat terjaga
agar tidak terjadinya pelanggaran HAM terhadap para warga binaan.
C. Hambatan-hambatan yang Dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Makassar dalam Melakukan Proses Pembinaan pada Warga Binaan
Secara umum pengetahuan pengetahuan petugas Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Makassar tentang hak-hak warga binaan cukup
menyeluruh, meskipun pengetahuan tersebut sebagian besar belum dalam tahap
kesadaran pelaksanaan (masih dalam bentuk pengetahuan saja). Hal ini
disebabkan banyaknya hambatan dalam pelaksanaan hak-hak tersebut, antara lain:
a. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)
Jumlah SDM sebagai petugas lembaga pemasyarakatan masih sangat
minim jika dibandingkan dengan jumlah warga binaan dalam lembaga
pemasyarakatan. Selain itu, pelatihan dalam meningkatkan kualitas sumber daya
18 Wawancara dengan Surya Wijaya, Staf  bagian pembinaan Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Makassar pada tanggal 10 Juli 2017
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manusia petugas pemasyarakatan adalah sangat penting. Disamping itu, juga
sangat penting memberikan keterampilan tambahan bagi petugas Lapas berupa
berbagai keterampilan yang dapat diajarkan dan bermanfaat bagi warga binaan.
Kemudian dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, pegawai
yang terdapat khususnya pegawai pembinaan hanya terdapat 7 orang, yang terdiri
dari 2 orang yang berpendidikan S2, 3 orang yang berpendidikan S1 dan 2 lainnya
berpendidikan SMA/D3.19 Kurangnya tenaga pendidik yang terdapat di dalam
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dirasakan memberi pengaruh yang
besar bagi proses pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatn. Jumlah tenaga
pendidik yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
sangat berbanding terbalik dengan warga binaan yang ada di dalam lembaga
pemasyarakatan. Sedangkan jumlah warga binaan per bulan Juli 2017 sebanyak
1.107 warga binaan. Jika dibandingkan dari jumlah warga binaan dan jumlah
petugas tidak sesuai dengan standar pemasyarakatan. Padahal idealnya 1 petugas
menjaga atau membina 50 warga binaan.20 Dengan jumlah seperti itu, maka
dibutuhkan tenaga pendidik  yang lebih untuk bisa memberikan pendidikan yang
merata bagi seluruh warga binaan di dalam lembaga pemasyaratan. Kemudian
wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak surya wijaya selaku staf
pembinaan mengatakan bahwa kurangnya tenaga pembinaan khususnya yang
bependidikan S2 berpengaruh terhadap perencanaan pola pembinaan untuk warga
binaan, karena pada dasarnya tenaga atau pegawai yang berpendidikan S2
19 Wawancara dengan Marta Karabua, Staf  bagian Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Makassar pada tanggal 9 Agustus 2017
20Akbar Hadi Prabowo, Dirjen Lapas Kementerian Hukum dan HAM
http://news.okezone..com/read/2016/03/26/337/1346383/perbandingan-jumlah-sipir-dan-
narapidana-di-indonesia-tidak-ideal (diakses tanggal 30 Juli 2017)
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memiliki peran dalam perencanaan pola pembianaan dan pegawai yang
berpendidikan S1 lebih kepada pelaksanaan pembianaan sama dengan pegawai
yang berpendidikan SMA.21 Keadaan seperti ini dapat menghambat pendidikan
warga binaan dalam pemenuhan hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan dan
pengajaran.
b. Kendala Dana/Anggaran
Dana merupakan salah satu faktor penting yang menunjang untuk
pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Makassar dalam pelaksanaannya membutuhkan berbagai peralatan. Sebab
program pembinaan tidak hanya satu melainkan sangat bermacam-macam sesuai
dengan minat dan keterampilan yang dimiliki oleh warga binaan yang mungkin
dibutuhkan bagi warga binaan setelah mereka bebas dan kembali ke
lingkungannya. Menurut hasil wawancara dengan bapak Surya Wijaya22, yang
telah penulis lakukan di lokasi penelitian, kendala dana merupakan faktor
terpenting dalam proses pembinaan para warga binaan dan juga salah satu faktor
penghambat dalam memberikan pembinaan bagi para warga binaan, disamping itu
hambatan lainnya seperti kurangnya SDM dan sarana prasarana yang kurang
memadai.
Minimnya anggaran untuk pembinaan warga binaan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Makassar menjadi salah satu faktor penyebab yang
menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat
21 Wawancara dengan Surya Wijaya, Staf  bagian pembinaan Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Makassar pada tanggal 10 Juli 2017
22 Wawancara dengan Surya Wijaya, Staf bagian pembinaan Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Makassar pada tanggal 10 Juli 2017.
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mengakibatkan tidak berjalan dan tidak dapat terealisasinya semua program
pembinaan bagi warga binaan lapas. Dana yang dialokasikan untuk keperluan
pelatihan kerja atau keterampilan sangat sedikit sehingga fasilitas (alat kerja) yang
di dapatkan jauh dari kata memuaskan dan kurang beragam. Selain untuk
keperluan alat kerja, yang sangat memprihatinkan adalah keterbatasan jumlah dan
kualitas alat yang dipakai yang nantinya akan diolah oleh warga binaan.
Kurangnya suplay anggaran untuk pendidikan. Anggaran untuk pendidikan
merupakan salah satu fakor penunjang dalam proses pendidikan warga binaan di
dalam Lembaga Pemasyarakatan. Terdapat keterkaitan yang erat antara anggaran
atau biaya dengan pemenuhan kebutuhan lainnya guna kelancaran proses
pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.23
c. Kendala Sarana dan Prasarana
Untuk menjadikan warga binaan yang sebelumnya tidak diterima di
masyarakat karena dianggap meresahakan dengan berbagai tingkah laku dan
perbuatan yang dilakukan karena melanggar aturan atau merupakan tindakan
pidana sehingga dalam proses pemidanaaan dibutuhkan pembinanaan yang ekstra
dan khusus kepada warga binaan atau dengan kata lain pemberian pemberian
kemampuan atau keterampilan yang baik kepada warga binaan sehingga kelak
setelah selesai menjalani masa pidananya maka warga binaan tersebut sudah
memiliki keterampilan sehingga bisa diterima. Namun untuk mencapai itu semua
dibutuhkan sarana dan pra sarana yang dapat mendukung proses pemberian atau
pengajaran bakat atau keterampilan kepada warga binaan. Sarana dan prasarana
23 Wawancara dengan   A.M Hamka, Staf  bagian  Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Makassar pada tanggal 16 Agustus 2017
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yang tidak memenuhi syarat juga sangat menghambat pelaksanaan hak-hak warga
binaan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan A.M Hamka staf bagian Pembinaan
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, keterbatasan penyediaan sarana
untuk melakukan proses pendidikan dan pengajaran seperti alat tulis kantor, kursi,
buku, dan peralatan-peralatan penunjang lainnya. Keadaan ini tentu saja membuat
warga binaan tidak dapat melakukan pendidikan dengan baik sesuai standarisasi
yang ditetapkan24. Keadaan seperti ini dapat menghambat proses pembinaan bagi
warga binaan.
Tabel 4
Jumlah Warga Binaan dan Kapasitas yang Tersedia di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Makassar Bulan Agustus 2017
Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kapasitas yang tersedia
sudah tidak sesuai lagi dengan banyaknya jumlah narapidana sebagai warga
binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
Kurangnya media untuk mengembangkan keterampilan bagi warga binaan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bagian Pembinaan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Makassar, bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sangat terbatas dan masih ada alat-
24 Wawancara dengan   A.M Hamka, Staf  bagian  Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Makassar pada tanggal 16 Agustus 2017
Tahanan dan
Narapidana Kapasitas Over Kapasitas
1112 740 372
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alat keterampilan yang sudah tua dan hampir rusak, atau sudah tidak dapat
dipergunakan, sehingga sangat berpengaruh dalam menunjang program
pembinaan.25 Sehingga, dari seluruh hambatan tersebut tidak menutup
kemungkinan menjadi faktor penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di dalam
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
Hal ini harusnya menjadi perhatian yang cukup serius bagi pemerintah
untuk menciptakan pembinaan yang baik di dalam lembaga pemasyarakatan dan
pelaksanaan program pembinaan dapat berjalan secara efektif, agar warga binaan
tetap mendapatkan hak-haknya di dalam lembaga pemasyarakatan.
25Wawancara dengan   A.M Hamka, Staf  bagian  Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan





Berdasarkan hasil pembehasan yang dilakukan penulis diatas, maka penulis
menyimpulkan Bahwa:
1. Proses pembinaan warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah
dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dengan
mengacu pada pasal 28, 28A-28J UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12
tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999
tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rumah
Tahanan. Berdasarkan tahapan pembinaan yang telah dilakukan oleh petugas
lembaga pemasyarakatan, proses pembinaan warga binaan di Lembaga
Pemasyarakatan masih sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
sehingga dalam proses pembinaannya tersebut masih sangat terjaga agar tidak
terjadinya pelanggaran HAM terhadap para warga binaan
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Makassar dalam melakukan proses pembinaan pada warga binaan dapat
ditemukan dalam beberapa hal diantaranya sumber daya manusia (petugas
Lapas) masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah warga binaan
dalam lembaga pemasyarakatan, Minimnya dana/anggaran untuk pembinaan
warga binaan, serta sarana prasarana yang kurang memadai.
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B. Saran
1. Pemerintah perlu memperketat program pembinaan warga binaan di
lembaga pemasyarakatan agar pembinaan tersebut dapat benar-benar
bermanfaat bagi warga binaan setelah mereka bebas.
2. Pemerintah perlu memperbaiki sistem pembinaan mulai dari sumber daya
manusia (petugas), dana/anggaran serta sarana dan prasarana di lembaga
pemasyarakatan.
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Berrnaksud untuk meiakukan peneiitian di ciaerahlkantor saudara Calam rangka penyusrj.Jnan Skripsi, cfenganjudul :
- TINJAUAN HUKtIM MENGENAI POLA FEIfrEllllAAt'l WARGA Bi${6\Af"I S/tLArul PHRSPEKTiF HA}( ASA$I
MANUS!A DI [-Eft/ItsAGA PERM.qSYARA.KATASU I{ELAS I TVIAKASSAR "
Yang akan dilaksanakan dari ; Tgl. A4 Juli s/d 'lt Agustus ?0f I
Sehubungan dengar-r hal tersebut diatas, pada prinsipnry4 kami menyetujwi kegiatan dimaksud dengan
ketentuan yang tertera di belakang surat izln penelitian.
Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunai<an sebagaimana mesiinya.
Diterbilkan di Makassar
Padalanggal : 14 Juni 2017
'. :
.', &n;,GUBERhIUR.S,ULAWESI,SELATAH
KEPALA DINAS PENANAMAH NflODAL DAhX PELAYANAN TERPA,DU SATU
, ]i 




Jl.Bougenviile No.5 Teip. (0411) 441077 Fax. (0411) 44.8S3$
Website : httB:l/p2tbkpmd_.s"ulseiprov-gq".icl Email : p2l*nro"vsulssi@yahqo.cqrn
Ma$<assar 90222
199002 I 00?
KEMENTERIAN HIJKUI,4 D,\N HAK ASASI fuIANUSIA RIPUBLJK II'JDONESIA
KAI'ITOR Wl TAYAH StI !-,AWfiSl SELATAI\I
Alomal : Ji' Sullcn Alaud'Jtn No' l02llckcssor
Telepon : A4i l-854731 Foxirnile : A41i-E7116C








Yth, Kepolo Lenrbogo Femosyorokotcn Keios iJWc&<ssscr
di - Makqsssr
Berkenocr-t dengon surot Kepoic Bccon Kocrciincsl Pencncii-lon Modol Doerclh
pemerlntoh Provinsi Sulowesi Sek:ton Nornor: 8710/S.01?lP2IlA6l2Oi7 tcrnggcrr 14 luni 20i7 perihcl
tersebutpodopokoksurot,dengoninikcnllsompcjkonDohraro:








JIn. Muh. Yosin Limpo No. 36 Somcto, Sunggunrinoso-Gowo
<Jcrn HAA,4 Sulclw'esl Seloion
Bermoksud untuk mengodckcn perreliiicn di Len"lb'.:gc pemcsyarckoton Kelos I
Mokossor untuk menyusun Skripsi dengon iudui ', TINJAUAN l{tJKUfsfr flfrENGENAI Pol-A PE'VIB|NAAN
WARGA BINAAN DALAM PERSPEKTiF hlAK A$ASi MAR{USIA DI I.Ef}4B,qG,A FEA,IASYARA'KAT,AhI KELAS I
MAKASSAR ", yang diloksonokon mulcti icrnggcl 0,1 Jull 2ci7 stcl I I ctgusr'-;s 201/' sehubungon
dengon hcl iersebut, kironyc yi:ng berscrngkuicn dcpci ciiberikcrir clcic dcn lnformcsi <jolcm
rongko peneiiticrn dengon ke'ientuon horus nrenicroti segclo keieniucn yclng ber"loku podc
Lembogo pemosyarclKoton Kelcs ! Mckossor'
Denrikion discrrnpoikc n, otos perkenoc nnycl diucopkan teririroh kctslh'
Ternbusqn :
1. Kepclc Kcntor V/ilovoh Kementerlcn Hr.-;kurr
di Mokosscr (Sebogoi LoPorcrn)
2. Kepclo Divisi Pemcsyorokolcn pcrcic Kcnw'ii Kernentericn Hukunr dan HAM sulowesiSelaton
di Mokosscr
Dekon Fok" Syr:rio'oh dcn Hukum Uii.i Aioucldin l]v"icrkcssclr-iJi l'lokcsscr.













KEMENTERiAN HUKUM DAI{ HAK ASASI MAil.IUSIA REFTLJBT-IK II{DCNESIA
KANTCR WILAYAI-{ SUI-AWESi SELATAI{
LEIVIBAGA PENdASYARAKATATq KELAS [ &frAKASSAR
J,Ct AN SULTAru ALAUDDII'{ i\C, 111,Telp.(04'1 1).868547 l/lAi{ASSAR
Ernai! : kepeqeyr6.raftleF$+@.sg$i[gqEl
No : W.23.FAS.PAS'I . {""1[\4.01 .01 -ld2/201 7
Yang bertanda tangan cli bawah ini, KepaXa Bagian Tata Usaha Lerirbaga
Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dengan ini menerangkan hahwa .




: .,lln. Muh. Yasin Limpo fr,Io. 36 Sarnata,
Sungguminasa-Gowa
Telah mengadakan penelitian di Lembaga Pernasyarakatan Kelas I Makassar' dari
tanggai 4 Juti 2C17 s/d 11 Agustus 2A17 daiam ramgka penyusunan $kripsi deiigan
judul : . TINJ,AL,AN EIUKUM ffiETGEISA| PSLA PHnWffiENAAfrq WAR.GA ffilruAAhA
DALAM PERSPEKTIF HAK A$AS$ TW.&NU$HA SI LENfiBAGA PEfuqASYAffiA,KA,TAhg
KELAS I NfiAKASSAR "










&$ffiWHRS$TAS fr SB-ASE h$Effi HR$ &LEMffi ffi TN M&ffi&554$R
FAKI.ELTAS SyA&f;effi *]&h{ $"$uffi$,$&&
Kantpus} :.lalatt Stitan liauddin No. 63 Tlp ({},lt }} 864928-864930 f a.t. 864{}1j
;iiiaa4g:-r,'ldl : 
'I.{, /f. iid' }z;sll,ie&li*ryv, i\rt;. _?6 ^Serira**lal5arl1lgt,r*riaatlsa - {il.ltiliin?k/"4e. ,$.tl'179 fl,1.x $2]' x-l#f




pAtitTtA, PE:NGUJI DAN PESERTA UJIAFI AKI'llR PROGRAM STUDI {KOMPREI{EI'{$IF)
Membaca
TAHUN 2017
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :
Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UiN Alauddin Makassar Tingkat Akhir
Jurusarn/Program Studi tlnru Hukunr tanggal 3f Mei 2017 perihal Uiian Akhir Program
Studi/Komprehensif
a. Bahwa untuk kejancararan pelaksanaan Ulian Akhlr Program StudilKomprehensii, maka
dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguii dan Fesefta Ujian;
b. Bal-rwa mereka yang tersebut namanya pada larnpiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan
m,e,menuhisyarat untuk diangkat dan diserahitLrgas sebaEai Panifia, Pengujidan Peser{a Ujian.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentanE Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 04 -lahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan linggi
dan Pegelolaan Perguruan Tinngi.
3. Peraturan Presiden Rl. Nomor5T Tahun 2005 teniang Pei'ubahan Status IAIN Alauddin Makassar
menjadi Utr\ Afauddin rVfakassa[
4. Keputusan Menteri Agama Rl. Nornor 289 Tahun'tr993 Jo Nonror 202 B Tahun 1998 tentang
Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Kepuiusan;
b. P*rdun-arlfmtuirlqanraT{r.\\wn-rr 2'ldrrmrZtJtlo'mtmrgl0rdxanirsnre-4ar<samar?enhnpaar
ata,s Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Penaturan Menteri Agama Rl No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UiN Alauddin Makassar.
Z. perailliarr0/tenElfA!'an"ar8' r\hmo- 25 lalurr11913 ubrntrf,hinttarrlthnErfAlurnartl' r\hnm-
85 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja Ull'J Aiauddin llakassar.
B. Keiputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 20'16 tentang Pedoman Edukasi UIN
Alatddun Kakassat.
lviEi\4UTtiSKAll
,KEDJItrIJSAN DEXAru FAKUJ-TASSYAR}'AFI DAIJ FIUKIJM UII\!AI,AUDD}N ftfAKASSAR TENTANG
FANII;IA, PEilIGUJI DAI{ PE$ERTA UJIAI.IAKi"IIR PROGRAM STUDI/KOTViPREFIEhISIF
[deneJ.apkan Fanitia, Penguji dan Feserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensi{;
Tugas Panitia mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program
Studiil'(omprehensif;
Lgra-< Pengr.lji melaksanakan Ujran Akhlr Program Studi/Komprehersjf;




SegJa biaya yang timbut akibat drterhitkannya Surat Keputrrsan inr dibebankan kepada Anggaran
DlPl/FrPBNi PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ianggal ditetapkannya cian apabila dikemuciian hari terdapat
keketiruan clj dalamnya akan diperhaiki se"bagaimana mesh'nya-









;Ditetapkan di : Samata
flfadatanggal : 31 Mei2017
ff*j,,K|l,***o,
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i"f.RS}l'i-L1.gt lAfi rlii ruIB N &3Bl N t-;
Penulis skripsi iri sauiari NUI{ Xff-{AL{SA*t }'iAfS}'" Nirn" 1(}s{}fi11313":.
Mahasiswa Program liiudi ilmu l-{ukrim pada }rakultas Sfiid':rh dan l{ukunr
Universitas Islam Neger; (l-lI}i) Alauddin Makassar. setelah dengan seksarna meneliti
dan mengoreksi skripsl 1,ang bersangkutarr denga:i iutlui "?{N"nAuAN reElKU&t
MENGENA{ POI-A PEMtsTNAAI{ WAR.GA EtrNAAN I}ALAE{ PER.SPEKT{F'
F{AK ASAS{ MAN{-]SXA &1 {-E,MBAGA trEMASY,&R-AKAT,AN Kf,{,AS g
MAKASSAI*". Memandang bahu,a skripsi ini telah memenuhi syarat-s1'arat ilmiah
dan dapat riisetujui rurtuk diajukan ke seminar hasil. &
Demikian persetujuan ini ditrerikan rintuk diproses selaqlu"Lnya-
Samata. 9 Agustus 2017
Pembimbing I
Ahkam .Iavadi. S.H". JVI.H
NIP. 19611024 198703 10t)3
Br" fladli Andi Natsif, S"H., M.t{
&TP. 1955X016 2q114X1 t 00n
&
';F i!i\$ KEf\&ENT'ER.$AN AGAf{AAh'h-#.4RfumJ Uh{tVERslTAs ISLAAA h*EGER! ALAUDDIt{ MAKASSAR
arAiijira,{ K,rnpus, ,r;i''{;"'1,';l:!:::ri::;:\;::':l!:,Ii;::,,!;l::,','1"-'1ii.i;i',ii'!ri;;ft'll'r1,,,r*
DEKAN FAKUS-TAS SYART'A${ DAN }.|UKUM t,,INI,4!.Aa.jDDIzu Mf{KASSAR
Nonror : l&SgTahun 2017TENTAN6
PA.NIT [A D.AI'I tr'EI{GUJI UJIAI{ SEMINA{{ HA SIL/SKRIP SI
Tdffi-LN 2017
Dekan Fakultas Syari'air dan Hukuil UIN AlauCdin Makassar seteiah :







Menimbang '. a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Uiian
Seminar Hasil/Skripsi;
B;ii;;,i#glri"telfeinutrlnya persyaratan dan ketentuan Ci atas,maka oerlu ditunjukanwa denoan t roenunrr
Panitia dan Dosen Penguji;
B;hw; mereka vanq t6rd6but namanva pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang




Rabu / 16 Agustr.rs 2017
Uj ian S eminar F{asil/Skripsi
"Tinjauan Hukum Mengenai Poia ,'embinaan Warga Binaan
Dalam Perspektil Hak Asasi Vlanusia di Lembaga









Undano-Undano Nomor 20 Tahun 2003 tentanq Sistem Pencidikan Nasional;
Peratuian Pem"erintah Rl. Nomor 66 Tahun 2010 lenianq Perubahan atas Peraturanpemeii[ian llomoi. tZ Taliun 2010 tentang PengelolSan dan Penyelenggaraan
Pendidikan,
Neoutusin tVlenteri Aoama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998
teritang Pemberian Ku"asa dan,WewenangJVan3nOalAO,Sll!.ti3] [..?y1y^.q1;^ 
^,^,.rtr:-
nii o  anq M nandaianqani Surat Keputusan;
t<e[utisan Menteri Agama Rl. Nomor 20 Tahun 2012 te:rtang Statuta UIN Aiauddin
Makassar:
Peraturan lVlenteriAgama Rl. Nomor"85 Tahuri 2-013 tei-rtarg Peiubahan Aias Peraturan
tr,,ientii noama Rt trto"mor 25 tahun 20'13 tentanq 0rqanisasi ian Tata Keria UIN AlauddinM;,il;Aga*; q ( oilS i fr Ote g OrganisasiS j  
Makassar;
keputusan UIN Rektor Uli,l Alauddin Makassar I'Jomoi.200 Tat'un 2C15 ientairg
Pedoman Edukasi UIN Aiauddin fulakassar.
MEMUTUSKAN
Membentuk Panitia dan Penquii Uiian Seminar Hasi!/Skripsr Fakultas Svari'an dan Hukum






Prof. Dr. Darussalatn S,vamsuddin, Nl.Ag
Istiqamah, S.H.. M.H
St. Nurjamah, S.H., M.H
Dra. Niia Sastrawati, M.SI.
1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati Wahid
Kedua : Panitia berlugas mempersiapkan penyelenggaraan 
-Ujian Seminar Hasil /S,kripsiKetioa . Seaala biavS'ranq tinnbu! 'akibai diierbitklannya S,irat K.eputLisan ini rlibebankan kepada
Andoaran DtpAlnpBrutpNBP UiN Aiauddin iv4akassar Tahun 2017,
Keempat , XeflituiJn- lni mutai berlaku sejak tanggal ditetapkannya cian apabiia dikemudian hari
' terdapat kekeiiruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana nresttnya
l(cputusan ini disampaikan kepada masing-masrng yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
penuh ianggung jawab,
lDitetaoiran ci : Samata








\l 'tl. ,lll )l\
KEArtEi{TE RIAN A6;\fSA
U N lVE R.S!TAs I 5 t-AM N EGE R.tr A[-AU DSI N MAKASSAR.
Kampvsl :Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (04; l) 864928-864%A FtLx' 861923









Samata, 14 Agustus 20i7
g@/*
'#f. 1. Prof. Dr. Darussalarn Syarnsuddin, M'Ag ( i{etua)
2. Istiqamah, S.H., M.H ( Sekretaris )
3. St. Nurjalnah, S.H., M.H ( Penguji I )
4. Dra. Nitra Sastrawati, M.SI ( Feng;ji II )
5. Ahkam "Iayadi, S.H., n{.H. ( Pembimbing I )





Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Serainar HasiliSkripsi atas nama :
: Nur Khatrisah Naisy
: tr05001 13132
; Ilrnu F{ukurn (1F{)
Untuk maksuil tersebut, rnaJ<a kami rnengundang Saudara/(i) pada Ujian Serninar
Hasil/Skripsi. insya Altah Dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 16 Agustus 20i7
Waktu : Pukul i 1.00 
- 
i2. 00 V/ita
Tempat : Ruang Jurusan III




fr)ekanv r_/ ,/1 
*
'6{rLtt' tq{
Prof.Dr. Darussalarn Sya msudd in.
NiF. 19621015 199003 1 003
DAFTAR HADIR UJIAN SEfdrNAR ${l{Sffr_/SKRrPs! (5'!}
NAI\{A : Nur KhaUsah l'{aisy
NIM : 10500113132
JURUSAN : ltmu Hukum (lHi
JUDUL SKRIPSi :" Tinjauan Hukum Mengenai Pota Per"nbinaan Warga Binaan Da[ar.,r
Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas i
Makassar"
NO. NAMA J.ABI\TAN / STATUS T" TANGAN
1. Prof. Dr" Darussatarn Syarnsuddin, M.Ag Ketua ,m
7. lstiqamah, S,fI., N,{.F{ Sekertaris
{ / iv
-/A4A





4. Dr. Fadti Andi Natsif, id.H Pembimbing o
5. St. Nurjannah, S.H., M.Fi Penguji
(
s. I
6. Dra" Nita Sastrawatl, M.Sl Pengujl ,,&{p
v. Mujahidah, S.E Petaksana 7Wo
8. Nurhayati Wahid PeIaksana
9. l'{ur Khalisah Naisy [; Mahasiswa
z(V
9.
Samata, 16 Agustus 20i7
Ketua Panitia"
c- /rni'Frof. Dr. u#*rr*t$, Syamsuddin, M.Ag
NtP. i96TA15 199003 'i 003
r;- Ke.iWLF{ | EKII\R{ F\trA"{vtd&
I,,! N IVTR SITAS ISLAM F{ EGE RI ALAIJ ffi ffi i N $*EKA55-& ffi
FAKUI-TAS SYAR,IAH DAN f-lUKulvt
KamSrusl :Julan Swfion,llmtddin Na- 63 Ttp {il41 l} 864'2''464WA {it"t 8fi't9}i








DEKAH FAKT.'!.TA$ SYAR!'AFI DAI{ I{tjKLJM UIru AffiUEDIru
MAKASSAR
I'lomor : tzgaTahun 2017
TENTAN6
P ANl'r'r.{ t} A}.1 PEN GU J 1 U JXAN i\,rliN,{ QASY AHIIi KR1PS I
TAT{UN ?Oi7













\A ir lsa Il itt aa tr
,li * I eilhlle
Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persvaratan dan keientuan Ujlan
Mu naoasvah/Skripsi.
Bahwd d'engan i'erpenuh.inya peisyaratair dan ketentuan di atas,traka perlu diiunjuk
Panitia dan Dcsen Pencuri;
Bahwa mereka van0 ter6ebui narnanva p26j3 ismpirat' S.'at Kepu:rsar r;ll drparda'lq
cakap dan memdnu|ii Syarat untuk dise;'ah' tugas m'elaksana(an kegiatan a'maksud.
Undanq-L,nd.rnq Nomor 20 -iahun 2003 ientanq Srsiem Penoldlkan Ilaslonal
Peratuian PemErintah 04 Tahun 2014 tentan{ Per:yelenggoraan Perdidikan Tinngi dan
Penoelolaan Perouruan Tinnqi.
KeoJiusan Ment6ri Aoama Hl. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor )02 ts Tahun 1998
tentano Pemberran Ku"asa dan Wewenanq Manandatanqani Surat Keputusan
Keputrisan Menteri Agama Rl Nomor 20 Tah.rn 2014 tentang Slatuta UIN Alalddin
lvlakassar,
Peraturan MenterlAqama Rl. Nomor 25Tahun 2013 Junio treraturan Menterl Agama Rl
No. 85 Tahur 2013 tentanq 0rqanisasidan Tata Keria UlltlAlauddin Va(assar
Keputusar U iN Rektor UIN -Ala.rddrn [/akassat- Ncmo' 200 Tarr.Ln 20t 6 tertarg
Pedoman Edukas' UIN AJauddin [,Jakassar
Mtrft,{UTUSK.4I{
Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakuitas Syariah dan Hukum UIN




Senin, 28 AgListus 2017I iian lviunauasrsh Skri nsi
"fii*uan HuLtrin Mcng.'rtri P.rla,'.'nthii:urtn
Dalam Pelspeklil Hal' Asasi Manttsi:r
Ilrmesvrraliatuit i/'ullr: I -\ Ilkars.rr"
Pro1. Dr. ilarussalam Syarnsuddin. Nf.Ag
Istiqamah, S.11, lvi.H:
St. Nuriann:in, S.li, M.i1.
Dra. Nila Sastrau'ati, N'l.S1.
1. lvlujahidah, S.E
2. Nurhayati Wahid
masing-masing yang bersangkuian uniuk ciiretahui dan dilaksanakan denEan
: Samala









Keputusan ini disampaikan kepada
penuh tanggung jawab.
Ketioa Seoala biava vanq timbul akibat citerbitkannya Surat Kepuiusan in, ciibeb:ntan kepada
" Andoaran DtpAif{gNllpNBP UiN Alauddin tu'lakassar Tahur'2C17,Keempat Kefliltusan irii mutai beriaku seiak tanggei ditetaptannya t3n :oaL a oitemud ar ',.:',
' terdapat keke\iruan di dalamnya akan Ciperbaikr sebagaimana r"esiinya.
Makassar di Samata - Gowa
pf. Darussalam Syamsuddin,
19621015 19S003 I 003
*^4v
KEffiENTER,IAF{ &GE&E
UN IVHRSITAS ISLAS& }d EGHRI &tAf;"' DryI N A4AKASSAR
AI A'VP?}N Kampu.ll :.}tiltu Suitan.l!alttltlin ll.*. 63.|.i11 ts.t!l } 
E51918.8{+93{; f.x. E6.i}]]
Kamptusil : .l!. itr- ,1'f. i!es*r/-*rpr,t tr -lg Sr.rrrd,, '
.??7{/Sr. 1/PP .{fi .9 t2011
Penting
{,INDANGAF{ MUr"lAQ A SYAH
%;*"d4b
%F 1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M'Ag' {Ketua )
2. Istiqamah, S.H, M.ll. (Sekertaris)
3. St. Nuriannah, S.ll, M.II. (Penguii I )
4. Dra. Nila Sastiarvati, M.Si. ( Penguji II )
5. Ahkam Jayadi, S.FI, M.H. (Pembimbing I)




Assah.mu %faifum 9/r. '1,/b.
Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :
Samata, 22 Agustus 20i7Nomor
Si&t
LampTlal
llntr-rk maksud tersebr.rt, maka kami mengunclang Saudara/(i) pada lJ.iian Munaqasyah, Insva








: Nur I(halisah Nirisi'
: 105001i3132
. Ilrni-r HukLitn
: Senin, 28 Agustus 2017
: 08.30 WITA
: Pukul 09.00 
- 
10.00 WITA
: Ruang Uiian lt4uraqasYah








DAFT',Aft, F g&plR $"$JgAhq ffiL,INAQASYAh{/5KRE P5$ (5 1 }
Nur Khattsah f'{aisY
1 05001 1 31 37
ltmu t-{uktln't
"Tinjauan l-iukunr Mengenai Pota Fertbinaan Warga Binaan Dalam
Perspektif [-{ak Asasi Manusia di l-embaga Pemasyarakatan Ketas I
Makassar"
mata, 2E Agustus 2017
,etua Fanitfa
Lu*
i.'io. N,AiAA J,AEATALiIST&TUS T. TANGAN
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag- Ketua , M{{" f /I
Z. lstiqamah, S.Ll., M.i-l Sekertaris
/t/ lrt) ,/ (''/,1,{><
_*_t-
nJ. Ahkam Jayadi, S.Fl, M.t-i" Fembirrrbing ,1-
-z
x "'aa;Y '
4. Dr" Fadti A.i{atsif, fln.l-1" Fennbimbing d-
r
-4_- / '-J q
trJ. 5t. Nurjannah, S.Fi, M.Fi. Fenguji 5.
6. Dra" Nita Sastrawati, fux.5i. Fenquji
7 Ffiujatridah, 5.E. Fetaksaria v.
8. Nurhayati V/ahid Peiaksana 8" i-
9. Nur Khalisah Naisy ivlahasiswa
A, I9 LWK
NIP : 19621016 199003 1 003
6(*,
RIWAYAT HIDUP
Nur Khalisah Naisy adalah nama penulis skripsi ini.
Penulis lahir dari orang tua, Nur Asyik, S.Sos dan Nur
Nani sebagai anak  tunggal. Penulis dilahirkan di
Kabupaten Sinjai pada tanggal 14 Juli 1995. Lisa adalah
nama panggilan penulis. Penulis menempuh pendidikan
dimulai dari SD Negeri 152 Sinjai (Lulus Tahun 2007), melanjutkan ke SMP
Negeri 1 Sinjai (Lulus Tahun 2010) dan SMA Negeri 1 Sinjai (Lulus Tahun
2013). Kemudian bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar Jurusan Ilmu Hukum.
Dari setiap langkah, penulis menyadari bahwa untuk mencapai
keberhasilan harus disertai dengan doa, kerja keras, kesabaran, dan keikhlasan
yang tiada henti.
